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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan 

Bojonegoro dengan menggunakan teori efektivitas Duncan (1973) yang 

meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan, pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di 

Kecamatan Bojonegoro belum sepenuhnya efektif. Meskipun Satpol PP 

dan Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai upaya seperti patroli, razia, 

penertiban, pendataan, serta pembinaan terhadap pengamen dan pengemis, 

tujuan utama untuk mengurangi jumlah pengamen dan pengemis belum 

tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya 

pengamen dan pengemis di berbagai titik keramaian serta meningkatnya 

jumlah pengamen dan pengemis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

keberadaan pengamen dan pengemis masih menjadi permasalahan sosial 

yang belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Faktor ekonomi, tidak 

memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan 
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keterampilan menjadi penyebab utama pengamen dan pengemis tetap 

bertahan melakukan aktivitas di jalanan. 

2. Integrasi 

Berdasarkan indikator integrasi, pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2015 dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari 

adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Satpol PP dan Dinas 

Sosial dalam melaksanakan penertiban, pendataan, pembinaan, dan 

penanganan pengamen serta pengemis. Selain itu, sosialisasi mengenai 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 juga telah dilakukan kepada 

masyarakat maupun kepada pengamen dan pengemis yang terjaring razia 

melalui kegiatan pembinaan di shelter. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar informan mengetahui keberadaan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2015 karena pernah mendapatkan penjelasan dari 

petugas Satpol PP maupun Dinas Sosial saat mengikuti pembinaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi, sosialisasi, dan 

koordinasi antarinstansi telah berjalan dengan baik sehingga mendukung 

pelaksanaan kebijakan dalam menjaga ketertiban umum di Kecamatan 

Bojonegoro. 

3. Adaptasi 

Berdasarkan indikator adaptasi, pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2015 menunjukkan bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial 

telah mampu menyesuaikan strategi penanganan terhadap peningkatan 

jumlah pengamen dan pengemis yang terjadi pada waktu-waktu tertentu, 
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seperti bulan Ramadan, menjelang hari raya, hari libur, dan kegiatan yang 

menimbulkan keramaian masyarakat. Bentuk adaptasi yang dilakukan 

berupa peningkatan patroli, pengawasan yang lebih intensif, razia rutin, 

serta pembinaan terhadap pengamen dan pengemis yang terjaring 

penertiban. Namun demikian, efektivitas adaptasi tersebut belum 

sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari tingginya frekuensi razia yang 

dialami para informan dengan total 31 kali razia, yang menunjukkan 

bahwa pengamen dan pengemis masih kembali melakukan aktivitas di 

jalan meskipun telah mendapatkan pembinaan dan arahan dari pemerintah. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adaptasi yang dilakukan telah 

berhasil menjaga ketertiban umum dalam jangka pendek, tetapi belum 

mampu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan seseorang 

menjadi pengamen dan pengemis, terutama faktor ekonomi dan 

keterbatasan kesempatan kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman  dan Ketertiban 

Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan 

Bojonegoro, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan program 

pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi pengamen dan 

pengemis agar mereka memiliki alternatif pekerjaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak kembali beraktivitas di jalan. 
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2. Bagi Satpol PP dan Dinas Sosial, perlu mempertahankan dan 

meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan secara 

berkelanjutan, khususnya pada waktu-waktu tertentu yang berpotensi 

meningkatkan jumlah pengamen dan pengemis, seperti bulan Ramadan, 

hari raya, dan kegiatan keramaian masyarakat. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dengan tidak memberikan uang kepada 

pengamen dan pengemis di jalan, sehingga dapat membantu mengurangi 

keberadaan pengamen dan pengemis di ruang publik serta mendukung 

terciptanya ketertiban umum di Kecamatan Bojonegoro. 
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